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ABSTRAK 
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN TANGGUNG JAWAB 

 RENTENG DALAM MENGATASI KREDIT MACET  
(Studi Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat) 

SATRIA SEMBIRING 
Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi merupakan 
badan usaha yang berangotakan orang atau badan hukum koperasi yang 
berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 
ekonomi rakyat berdasarkan atas kekeluargaan. Koperasi Unit Desa adalah suatu 
Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah 
pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencangkup satu wilayah kecamatan. Selain 
itu KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah. 
Kredit macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan 
dengan penyimpangan dalam persyaratan pinjaman (deviasi) mencapai 
kesepakatan tentang pembayaran kembali pembiayaan untuk Terjadi penundaan, 
tindakan peradilan diperlukan atau dicurigai kemungkinan potensial kalah dalam 
portofolio pembiayaan masalah pembiayaan masih menjadi metode manajemen 
utama. Masalah kredit macet menjadi aspek yang sangat penting yang harus 
segera ditangani oleh pemerintah untuk menangani kredit macet yaitu lewat 
prosedur mediasi diluar pengadilan atau melalui asas kekeluargaan sesuai dengan 
prinsip koperasi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 
Bagaimana Penerapan Tanggung Jawab Renteng dalam mengatasi kredit macet 
pada Koperasi Unit Desa Harta di Langkat. Bagaimana upaya yang dapat 
dilakukan Koperasi dalam mengatasi Kredit Macet di Koperasi Unit Desa Harta di 
Langkat. Metode penelitian pada skripsi ini adalah : Library Research (Penelitian 
Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni 
Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, media massa, jurnal hukum yang 
berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam Penelitian ini 
terdapat data primer dan data sekunder. Field Research (Penelitian Lapangan) 
yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke Lapangan. Dalam hal ini, peneliti 
langsung melakukan penelitian ke Koperasi Unit Desa (KUD) dengan cara 
Wawancara. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah mengenai penerapan 
Tanggungjawab Renteng dalam mengatasi kredit macet di KUD Harta serta dapat 
meminimalisir resiko hutang karena Risiko piutang kepada anggota berupa 
tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman dapat dicegah atau 
setidak-tidaknya dapat diminimalisir. Tanggung renteng dalam kelompok 
berperan sebagai jaminan terhadap lancarnya pembiayaan. Dimana apabila 
terdapat seorang anggota kelompok yang melakukan keteledoran atau tunggakan, 
maka seluruh anggotalah yang akan menanggung risikonya. Karena tanggung 
jawab dalam mengatasi risiko piutang merupakan tanggung jawab ketua 
kelompok, dimana yang telah dilimpahkan melalui tanggung renteng.Upaya yang 
dapat dilakukan Koperasi dalam mengatasi Kredit Macet di KUD Harta adalah 
mekanisme pemanggilan yang dilakukan oleh pihak koperasi selaku kreditur 
bertujuan untuk mengetahui penyebab debitur belum bisa melunasi hutangnya. 
 
Kata Kunci : Perjanjian, Tanggung Renteng, Kredit Macet. 
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ABSTRACT 
JURIDICAL REVIEW RESPONSIBILITY AGREEMENT 

CLEARLY IN OVERCOMING LOSS LOANS 
(Study of the Langkat “Harta” Village Unit Cooperative Study) 

SATRIA SEMBIRING 
178400273 

Based on Article 1 of Law Number 25 of 1992, Cooperatives are business entities 
consisting of individuals or cooperative legal entities based on activities based on 
cooperative principles as well as a people's economic movement based on kinship. 
The Village Unit Cooperative is a multi-purpose cooperative whose members are 
villagers and are located in rural areas, the working area usually covers one sub-
district area. In addition, KUD is officially encouraged by the government for its 
development. Bad credit or non-performing financing is a financing condition 
with deviations in loan terms (deviations) reaching an agreement on repayment of 
financing for delays, judicial action is required or suspected potential potential 
loss in the financing portfolio problem financing is still the main management 
method. The problem of bad credit is a very important aspect that must be 
immediately addressed by the government to deal with bad loans, namely through 
mediation procedures outside the court or through the principle of kinship in 
accordance with cooperative principles. The problem raised in this study is how 
to apply joint responsibility in overcoming bad loans at the Harta Village Unit 
Cooperative in Langkat. What efforts can be made by Cooperatives in overcoming 
Bad Loans at the Village Asset Unit Cooperative in Langkat? The research 
methods in this thesis are: Library Research, namely research conducted based 
on reading sources, namely laws, books, scientific research, mass media, legal 
journals related to the material discussed in this thesis. In this study there are 
primary data and secondary data. Field Research (Field Research) that is by 
conducting research directly to the field. In this case, the researchers directly 
conducted research into the Village Unit Cooperative (KUD) by means of 
interviews. The research results obtained are regarding the application of Joint 
Responsibility in overcoming bad credit in KUD Harta and can minimize debt risk 
because the risk of receivables to members in the form of arrears in payment of 
principal and/or loan interest can be prevented or at least can be minimized. Joint 
responsibility in the group acts as a guarantee for the smooth financing. Where if 
there is a group member who commits negligence or is in arrears, then all 
members will bear the risk. Because the responsibility for overcoming the risk of 
receivables is the responsibility of the group leader, which has been delegated 
through joint responsibility. Efforts that can be made by Cooperatives in 
overcoming Bad Credit in KUD Harta are a calling mechanism carried out by the 
cooperative as creditors aimed at finding out the cause of the debtor not being 
able to pay off the debt. 
 
Keywords: Agreement, Joint Liability, Bad Credit 
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(S-1). Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi 

merupakan badan usaha yang berangotakan orang atau badan hukum koperasi 

yang berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas kekeluargaan. Orgasisasi Indonesia 

yaitu menjamin hak individu dengan cara memegang azas demokrasi. Pengertian 

tentang mengenai azas dan dasar koperasi yaitu harus ditinjau dan disesuaikan 

dengan tujuan Negara. Peranan dan juga kemampuan koperasi harus ditingkatkan.  

Kemampuan koperasi harus dilakukan pembinaan prakarya meningkatkan 

keterampilan manajemen, pemupukan dari modal anggota, supaya menjadi 

wahana untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat. Maka dari itu koperasi harus 

betul-betul menguasai sumber kesejahteraan dari sistem ekonomi itu dan dapat 

mendistribusikannya secara adil dan merata kepada seluruh anggotanya tanpa 

kecuali. Pertumbuhan koperasi yaitu yang pertama ada di Indonesia menekankan 

pada adanya kegiatan yaitu simpan pinjam.  

Koperasi unit desa adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan 

penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya 

mencangkup satu wilayah kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan 

penyatuan dari beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya 

dipedesaan.Selain itu KUD memang secara resmi didorong perkembangannya 

oleh pemerintah. 
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Koperasi Unit Desa (KUD) Harta Pada Unit Simpan Pinjam yang 

berprioritas kepada upaya penyedian dana secara tidak langsung koperasi tersebut 

dituntut untuk melaksanakan perannya dengan maksimal mungkin yang tuntutan 

tersebut secara tidak langsung berhubungan erat dengan kinerja dan sejauh mana 

keberhasilan yang telah dicapai KUD Harta dalam masa kerja yang telah 

dilaluinya. 

Kredit macet merupakan saat debitor dianggap mengingkari janji untuk  

membayar angsuran kredit yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan 

pembayaran atau sama sekal tidak ada pembayaran. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa  kredit  macat di dalamnya  meliputi  kredit  macet,  meskipun 

demikian tidak semua kredit yang bermasalah  adalah  kredit  macet. Kredit  yang  

masuk dalam golongan lancar dinilai sebagai kredit yang performing 

loan,sedangkan  kredit  yang  masuk golongan kurang lancar, diragukan dan 

macet dinilai sebagai kredit non performing loan.1 

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain .  

1. Mencari keuntungan bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian 

kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dari bentuk bunga yang diterima oleh bank 

sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.  

2. Membantu usaha nasabah tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha 

nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal 

kerja, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. 

                                                           
       1 Mgs. Edy Putra Tje’Aman, 1989, Kredit Perbankan, Yogyakarta: Liberty, Hlm.2 
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3. Membantu pemerintah bagi pemerintah semakin banyak kredit yang 

disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, semakin banyak kredit 

berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.2 

Menurut Sutojo “yaitu penyebab timbulnya kredit macet diantaranya 

adalah ketidak layakan debitur kemudian faktor ekstern yang terdiri dari 

penurunan kondisi ekonomi moneter atau Negara atau sektor usaha, debitur yang 

mengalami bencana alam seperti (kebakaran, banjir, gempa) dan peraturan 

pemerintah juga dapat menjadi sebab lain merosotnya kemampuan debitur untuk 

mengembalikan kredit”.  

Di samping itu juga ada tiga sebab utama kredit macet yaitu, salah urus 

(mismanagement), kurangnya penegtahuan dan pengalaman pemilik dalam bidang 

usaha bisnis dimana mereka beroperasi, dan penipuan (fraud). Dari ketiga sebab 

tersebut yang paling besar pengaruhnya adalah menurut Sutojo adalah salah satu 

urus atau (mismanagement). Pemberian kredit pada masyarakat di lakukan melalui 

suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga akan 

terjadi hubungan hukum anatara keduanya. Sering kali yang di temui di lapangan 

perjanjian kredit di buat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah lembaga 

keuangan, sedangkan debitur akan hanya mempelajari dan memahaminya dengan 

baik. 

Kredit  bermasalah  apabila macet  yang  menjadi  beban  bagi  koperasi, 

khususnya Koperasi Unuit Desa Harta Langkat, oleh   karena   itu  adanya kredit 

macet memerlukan tindakan penyelematan dan  penyelesaian   dengan segera. 

                                                           
       2 Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2004, hlm. 96. 
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Tindakan Koperasi dalam  mengatasi  kredit macet akan sangat bergantung pada  

kondisi  kredit  yang  bermasalah  itu  sendiri. untuk  mengatasi kredit bermasalah 

ada dua strategi yang ditempuh melalui jalur non ligitasi dan ligitasi (pengadilan). 

Proses penyelesaian melalui jalur non ligitasi dilakukan melalui perundingan 

kembali antara kreditor dan debitor. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini 

belum memanfaatkan  lembaga  hukum  karena  debitor  masih  kooperatif  dan  

dari  prospek usahanya  masih  feasible.  

Masalah kredit macet menjadi aspek yang sangat penting yang harus 

segera ditangani oleh pemerintah untuk menangani kredit macet yaitu lewat 

prosedur mediasi diluar pengadilan atau melalui asas kekeluargaan sesuai dengan 

prinsip koperasi.3 

Kegiatan koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap 

anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut kemudian 

dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi 

anggota atau para nasabah yang membutuhkannya. Keuntungan yang diperoleh 

oleh pihak koperasi adalah dari usaha komersial yaitu usaha simpan pinjam, yang 

mampu menghasilkan laba atau keuntungan bagi koperasi.  

Maka dalam menyalurkan kepada para anggota yang membutuhkan 

pinjaman dana terdapat kemungkinan terjadinya masalah dalam pengembalian 

dana yaitu terjadinya tunggakan kredit (kredit macet) yang berkemungkinan 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: kurang pengecekan terhadap calon 

                                                           
       3 Sutarno, 2003. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Bandung: Alfabeta, 
hlm. 263 
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nasabah, dan kompromi terhadap prinsip perkreditan(kesalahan unit simpan 

pnjam), nasabah tidak kompeten, nasabah tidak jujur, dan nasabah tidak 

bertanggung jawab (kesalahan nasbah). 

Tidak hanya itu, Persoalan kredit macet selalu saja menjadi berita dalam 

berbagai harian lokal maupun nasional yang terbit di Indonesia. Keberadaan 

kredit macet dalam dunia perbankan merupakan suatu penyakit kronis yang sangat 

mengganggu dan mengancam sistem perbankan Indonesia yang harus diantisipasi 

oleh semua pihak terlebih lagi keberadaan bank mempunyai peranan strategis 

dalam kegiatan perekonomian Indonesia.4 

Kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat penting 

dalam kehidupan perekonomian suatu negara, karena kredit yang diberikan secara 

selektif dan terarah oleh bank kepada nasabah dapat menunjang terlaksananya 

pembangunan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kredit yang 

diberikan oleh bank sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik 

secara umum maupun khusus untuk sektor tertentu.  

Kredit bagi orang awam diartikan sebagai utang. Istilah kredit berasal dari 

bahasa Romawi yaitu credere yang berarti percaya. Dengan demikian maka dasar 

pengertian dari istilah kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam 

kegiatan perkreditan di antara para pihak harus didasari oleh adanya saling 

mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa 

penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang 

                                                           
       4 Frans Hendra Winarta, Teknisi Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui 
Pendekatan Hukum, http://www.mitranetra.or.id, 
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diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktu maupun prestasi dan kontra 

prestasinya.5 

Perekonomian yang dihadapi dan sedang dijalankan pada saat ini, ada 

sekelompok kecil masyarakat dalam kedudukan ekonomi yang kuat dan 

menguasai sebagian besar kehidupan ekonomi nasional. Sedangkan dipihak lain 

sebagian masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum 

mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.dalam rangka 

penanggulangan kemiskinan, pemerintah memandang perlu untuk meningkatan 

bantuan kepada masyarakat melalui Koperasi Unit Desa (KUD). 6 

Sehubungan dengan beroperasinya Koperasi Unit Desa (KUD) harta yang 

terletak di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, yang bergerak dibidang simpan 

pinjam senantiasa melaksanakan kegiatannya sesuai ketentuan yang berlaku. 

Dalam kiprahnya bersama Koperasi Unit Desa (KUD) “Harta” Langkat 

yang merupakan salah satu kredit serba usaha terkemuka di Sumut, nama Syarikat 

Bangun menjadi kesohor di lingkungan koperasi baik di tingkat daerah Sumut 

bahkan hingga tingkat nasional. Popularitas tersebut berkat prestasi yang 

ditorehkannya bersama KUD Harta. Penghargaan teranyar yang diraih KUD Harta 

adalah meraih predikat Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2016.  

Sebagai contoh, Prestasi yang sama telah diraih koperasi tersebut beberapa 

tahun lalu. Syarikat bangun yang juga anggota legislatif di DPRD Langkat 

menyebutkan, sebagai lembaga ekonomi kerakyatan, KUD Harta senantiasa 

                                                           
       5 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Adifa Bakti, 
Bandung, 2000, hlm. 365-366. 
        

6
 http://repository.uin-suska.ac.id/2809/2/BAB%20I.pdf. Diakses pada Senin, 25 

Januari 2021 Pukul  15.48 WIB. 
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berupaya membantu dan mensejahterakan anggota serta masyarakat umumnya. 

Pelayanan yang diberikan KUD Harta kepada masyarakat yakni melatih petani 

dalam hal pembibitan sawit, teknik merawat tanaman sawit termasuk melakukan 

pemupukan dan lainnya. Ungkapnya Kemudian, KUD Harta juga aktif berdagang 

tandan buah segar (TBS) yakni membeli dan menjual TBS, mengembangkan 

usaha jasa simpan pinjam dan lainnya.Dalam rangka meningkatkan kemampuan 

melayani masyarakat, beberapa tahun silam KUD Harta yang kini memiliki total 

aset Rp 10 miliar memanfaatkan skim pembiayaan yang disediakan Lembaga 

Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) sebesar Rp 1 miliar. “Pinjaman berbunga 

lunak (murah) tersebut sudah dilunasi.  

Sebagaimana hal nya dijelaskan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa: “koperasi dapat 

menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan-pinjam 

dari dan untuk anggota atau calon anggota koperasi yang bersangkutan”.7 

Ketentuan tersebut menjadi dasar dan ketentuan hukum bagi koperasi untuk 

melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai salah satu kegiatan usaha 

koperasi. Usaha simpan pinjam merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh 

Koperasi Unit Desa (KUD) Harta Langkat dengan tujuan untuk membantu 

anggota yang sedang mengalami kesulitan keuangan. 

 

 

                                                           
       7  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
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Ketentuan umum mengenai simpan pinjam yang ditetapkan oleh pihak 

Koperasi Unit Desa (KUD) Harta Langkat  adalah sebagai berikut:  

a. Pinjaman yang tidak menggunakan jaminan hanya diberikan kepada 

anggota KUD Harta Langkat. 

 b. Besar bunga pinjaman yaitu 2% s/d 2,5% 

 c. Lamanya pinjaman minimal 10 bulan dan maksimal 3 Tahun. 8 

Sehubungan dengan kegiatan simpan pinjam yang dilakukan pada Koperasi 

Unit Desa (KUD) Harta Langkat Kecamatan Selesai Kabupaten LangkatUndang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi Unit Desa 

(KUD) Harta Langkat,tidak tertutup kemungkinan terjadinya wanprestasi atau 

keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah 

ditentukan.  

                                                           
       8 Koperasi Unit Desa (KUD) Harta 
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Sehubungan dengan kegiatan simpan pinjam yang dilakukan pada Koperasi 

Unit Desa (KUD) Harta Langkat Kecamatan Selesai Kabupaten LangkatUndang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi Unit Desa 

(KUD) Harta Langkat, tidak tertutup kemungkinan terjadinya wanprestasi atau 

keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah 

ditentukan. 

Keterlambatan melakukan pembayaran angsuran, ada juga anggota yang 

tidak mampu lagi melakukan pembayaran karena hasil kebun kelapa sawitnya 

semakin lama semakin menurun dan ditambah pula dengan banyaknya 

pengeluaran karena beban biaya hidup, seperti biaya anak-anak untuk sekolah, 

kondisi yang sedang sakit dan sebagainya. Di samping itu ada juga anggota yang 

meminjam uang pada koperasi pindah alamat atau pindah ke tempat lain. Hal ini 

juga menjadi permasalahan yang harus diselesaikan, karena peredaran uang yang 

dipinjamkan oleh koperasi juga berasal dari anggota. Oleh karena itu pembayaran 

yang dilakukan oleh peminjam merupakan hal yang sangat penting, karena uang 

yang dipinjamkan tersebut merupakan hak anggota lain yang telah menyimpan 

uangnya pada koperasi. Dalam hal ini, perannya dapat meningkatkan modal yang 

pada gilirannya akan mendorong perkembangan tingkat tabungan sebagai akibat 

dari adanya peningkatan tingkat penghasilan modal yang lebih tinggi.  

 Koperasi Unit Desa ini dapat berperan seperti apa yang diharapkan serta 

kelangsungan hidupnya terjamin, dituntut keterampilan dan kreativitas pimpinan 

(Ketua) Koperasi Unit Desa (KUD) dalam mengelola kegitan usahanya yaitu 
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bagaimana dua menghimpun dana seoptimal mungkin serta bagaimana memenuhi 

keperluan anggotanya dalam bentuk pemberian kredit. 

Koperasi Simpan Pinjam memungut bunga yang ditetapkan dari para 

peminjam dan membayar bunga pada penyimpannya. Selisih antara suku bunga 

dari para peminjam dengan suku bunga yang harus dibayar merupakan 

penerimaan atas jerih payah Koperasi Unit Desa (KUD). Pemanfaatan selisih 

harga (Pendapatan) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran administrasi dan 

pendukung lancarnya usaha (Biaya Operasional) haruslah diupayakan se-efesien 

mungkin sehingga dapat menguntungkan yang optimal serta memberikan manfaat 

bagi anggota dan masyarakat bagi kelangsungan eksistensinya.  

Terlepas bagaimana sikap masyarakat tersebut, Koperasi dituntut untuk 

mampu berperan dalam perekonomian nasional dimana koperasi merupakan 

saluran untuk pemupukan dan pengarahan usahawan golongan ekonomi lemah 

dan menengah agar kita benar-benar ikut aktif dalam “proses” pembangunan.  

Dengan demikian Koperasi Unit Desa (KUD) dibutuhkan kehadirannya 

sebagai lembaga perentara keuangan (Financial Intermediary) yang mampu 

menjangkau dan menyentuh kebutuhan masayarakat golongan ekonomi lemah dan 

menengah disamping keikut sertaannya dalam memperkokoh dan memperluas 

pasar keuangan formal. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian 

Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, 

kemudian dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bentuk usaha yang sesuai dalam 

hal ini adalah Koperasi.  
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Maka dalam hal ini dibentuk koperasi fungsional yaitu Koperasi Unit Desa 

(KUD) Harta dijalan Pendidikan No 49 Kecematan Selesai Kabupaten Langkat. 

Koperasi yang dimaksud adalah Koperasi Unit Desa (KUD) yang berada di 

Instalasi pemerintahan Langkat yaitu berada di Kecematan Selesai Kabupaten 

Langkat, yang beranggotakan para masyarakat yang berdomisili. Disini Koperasi 

Unit Desa (KUD) Harta dalam memberikan pinjaman kepada anggota koperasi 

yaitu bagi anggota yang sudah mempunyai modal simpanan pada Koperasi Unit 

Desa (KUD) Harta. 

Berkaitan dengan hal-hal yang melatar belakangi diatas, tentu masih banyak 

yang akan dibahas lebih lanjut dan diteliti, terkait masalah kredit macet yang 

terjadi di Koperasi Unit Daerah maupun di Koperasi Simpan Pinjam itu sendiri. 

Seperti banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada 

Koperasi Unit Daerah dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar tidak 

terjadi Kredit Macet atau pengurangan kredit macet pada Koperasi Unit Daerah. 

Dapat disimpulkan bahwa alasan Peneliti mengambil Judul Penelitian ini 

dikarenakan oleh beberapa hal yaitu seperti minimnya pengetahuan masyarakat di 

Pedesaan KUD Harta Langkat akan Hukum, kebutuhan perekonomian yang 

terkendala dan juga sulit akibat adanya bunga pinjaman dari bank yang begitu 

besar sehingga dapat dilakukan cara alternatif menghimpun ataupun meminjam 

dana dari Koperasi dengan bunga yang kecil sehingga kebutuhan masyarakat 

dapat terpenuhi, kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan upaya 

penyelesaian sengketa Kredit Macet yang apabila terjadi di Koperasi tersebut. 

Selain itu juga banyak terjadinya Kasus-Kasus ataupun Sengketa terkait Kredit 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Satria Sembiring - Tinjauan Yuridis Perjanjian Tanggung Jawab Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet



12 
 

 
 

Macet yang belum terselesaikan dan direalisasikan secara sempurna dan tuntas di 

KUD Harta Langkat tersebut. 

Dengan adanya latar belakang tersebut maka Peneliti tertarik untuk 

melakukan Penelitian yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN 

TANGGUNG JAWAB RENTENG DALAM MENGATASI KREDIT 

MACET ( Studi Koperasi Unit Daerah “Harta” Langkat ).. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan saya 

diteliti dalam permasalahan tentang Perjanjian Tanggung Jawab Renteng Dalam 

Mengatasi Kredit Macet sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan tanggung jawab renteng dalam mengatasi kredit 

macet pada Koperasi Unit Desa Harta di Langkat? 

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Koperasi dalam mengatasi Kredit 

Macet di Koperasi Unit Desa Harta di Langkat? 

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian  

1. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang di harapkan dalam penulisan skripsi ini: 

1. Penulisan ini di harapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan 

khususnya di koperasi Indonesia, Agar dapat memberikan 

pemahaman bagi pembacanya serta menambah pengetahuan cara 

penyelesaian kredit macat yang terjadi di koperasi 
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2.  Hasil penelitian ini diharapkan bagi mahasiswa hukum termasuk 

pihak koperasi  dan masyarakat sebagai pemahaman khususnya di 

bidang perkoperasian agar menjadi lebih baik lagi. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti dengan membahas yang berjudul Tinjauan Yuridis 

Perjanjian Tanggung Jawab Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet yakni : 

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya kredit macat 

pada Koperasi Unit Daerah. 

2. Untuk mengetahui apa yang dapat dilakukan Koperasi dalam mengatasi 

Kredit Macet di Koperasi Unit Daerah. 

E. Hipotesis 

Hipotesis yaitu jawaban sementara atau dugaan yang masih harus dibuktikan 

kebenaran atau kesalahannya, atau berupapemecahan masalah untuk sementara 

waktu. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

1. Koperasi menepati kedudukan yang sangat terhormat dalam 

perekonomian Indonesia. Koperasi yang secara etimologi merupakan 

suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan 

orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk dan 

keluar sebagai anggota. Dengan adanya lembaga yang berbentuk 

koperasi seperti contoh koperasi simpan pinjam yang menghimpun 

dana dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana 

tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Namun 
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demikian ada beberapa faktor  permasalahan yang ada di koperasi itu 

sendiri sendiri. Faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi 

Unit Desa. adalah adanya kerugian yang dialami nasabah dalam 

menjalankan usahanya sehingga membuat debitur mengalami kerugian 

dan dapat berpengaruh pada pembayaran kredit yang berlangsung, 

tidak adanya etika baik dari pihak nasabah, adanya peminjaman kredit 

tetapi tanpa adanya persetujuan dari pihak keluarga, dan dengan 

sengaja menyalahgunakan peminjaman kredit tersebut.9 

2.  Adanya kredit bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi 

koperasi menjadi salah satu indikator penentu kinerja koperasi, oleh 

karena itu adanya kredit bermasalah apabila macet memerlukan 

penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan tindakan 

penyelamatan dan penyelesaian dengan segara. Tindakan koperasi 

dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet akan 

sangat bergantung pada kondisi kredit bermasalah apabila macet itu 

sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet ada 

dua strategi yang ditempuh.Upaya yang dilakukan Koperasi apabila 

terjadi kredit bermasalah yaitu melalui mekanisme pemanggilan, 

pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditur 

bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan debitur 

belum dapat melunasi hutangnya, sehingga dengan demikian akan 

tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah.Bagi 

                                                           
       9 Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari, A.A. Sri Indrawati, Suatra Putrawan, Program 
Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. hlm. 1 
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kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan atau ditagih kembali 

setelah dilakukan upaya penyelesaian tersebut.10 

                                                           
       10 Ni Luh Anggun dan Sri Herlina Sari, mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas 
Udayana, hlm. 2 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. TINJAUAN KONSEP PERJANJIAN  

1. Pengetian Perjanjian menurut KUH Perdata 

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, yang menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih". Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang 

berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untukmelaksanakan satu 

hal.11 sedangkan menurut R. Setiawan Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, 

dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih.12 

Pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana dua 

orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap dua orang atau lebih 

lainnya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada 

hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (consensus) dari kedua belah 

pihak dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu 

undang-undang. Pengertian dari perikatan, merupakan terjemahan dari istilah 

Belanda “Verbintenis”. Perikatan adalah suatu perhubungan antara dua orang atau 

dua pihak dalam bidang hukum kekayaan yang berdasarkan pihak yang satu 

                                                           
       11 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2007, hlm. 1. 
      12 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 2007, hlm. 49. 
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berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan dari pihak yang lain 

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.13 

Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

prestasitersebut dapat berupa : 

a. Menyerahkan suatu barang atau memberikan sesuatu 

b. Melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu 

c. Tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.  

Dalam hal ini perikatan tidak hadir begitu saja, dengan kata lain ada 

sesuatu atau persetujuan tertentu yang melahirkan suatu perikatan. Dalam Pasal 

1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perikatan dapat 

lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) dan undang-undang. Pasal 1352 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan lebih lanjut bahwa perikatan yang 

lahir dari undang-undang dapat dibagi menjadi perikatan yang lahir dari undang-

undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan 

orang. Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa 

perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang terbagi lagi 

menjadi perbuatan yang lahir dari perbuatan yang diperbolehkan 

(Zaakwaarneming) dan perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum

                                                           
       13 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 1 
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 (Onrechtmatigedaad). Perikatan yang lahir karena undang-undang 

misalnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan oleh 

istrinya.14 

2. Syarat Sah Perjanjian 

Syarat sah perjanjian adalah syarat-syarat yang harus diperlukan agar suatu 

perjanjian atau kontrak itu sah dan mengikat secara hukum.Untuk sahnya suatu 

perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata ditetapkan 4 

(empat) syarat,yaitu :  

a. Sepakat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang berupa kehendak untuk 

membuat perjanjian, dengan kata lain adanya kata sepakat dari mereka yang 

mengikatkan dirinya. Kata sepakat harus diberikan secara bebas walaupun syarat 

kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah terpenuhi, mungkin terdapat 

suatu kekhilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi pada dasarnya ternyata 

bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu 

yang sama akan tetapi tidak.15 

b. Kecakapan untuk mengadakan perjanjian Cakap menurut Pasal 1330 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau 

belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin, tidak termasuk orang-orang 

sakit ingatan atau pemboros yang karena itu pengalihan diputuskan berada 

dibawah pengampuan dan seorang perempuan yang bersuami. Menurut Pasal 50 

                                                           
       14 Budiono Kusumohamidjojo, Dasar-dasar Merancang Kontrak, PT.Gramedia, 
Jakarta, 2008, hlm.7. 
       15 A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta 
Perkembangannya, Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm. 9 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud cakap 

adalah mereka yang telah mencapai umur 18 tahun atau belum berumur 18 tahun 

tetapi telah pernah kawin. Mengenai perempuan yang bersuami menurut Pasal 31 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai hak dan 

kedudukan yang seimbang dengan suami, yang dapatdisimpulkan bahwa seorang 

istri cakap hukum, sehingga dapat bebas melakukan perbuatan hukum. 

 c. Objek atau Hal Tertentu Suatu hal tertentu maksudnya adalah paling tidak, 

macam atau jenis benda dalam perjanjian sudah ditentukan, pengertian objek 

disini ialah apa yang diwajibkan kepada debitur dan apa yang menjadi hak dari 

kreditur.  

d. Suatu Sebab yang Halal Maksud dari sebab yang halal ialah apa yang menjadi 

isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan 

ketertiban umum.16 

Keempat syarat tersebut dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu : 

 a. Syarat Subjektif Syarat subjektif yaitu suatu syarat yang menyangkut subjek-

subjek perjanjian itu, dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah 

sepakat mereka mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat 

perjanjian. Apabila syarat kesatu dan kedua tidak dipenuhi, maka akibat 

hukumnya adalah perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan. Artinya para pihak 

harus memenuhi unsur ini, dimana kesepakatan maupun unsur kecakapan harus 

                                                           
16 A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta 
Perkembangannya, Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm. 11 
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dipenuhi. Dapat dibatalkan membawa konsekuensi, bahwa perjanjian itu telah 

membawa akibat terhadap para pihak bahwa terhadap perjanjiannya sejak adanya 

gugatan atau putusan pengadilan terhadap suatu perjanjian itumenjadi dapat 

dibatalkan, karena adanya gugatan atau putusan pengadilan tersebut, dapat 

dimintakan pembatatalan (cancelling) oleh salah satu pihak, misalnya untuk yang 

belum cakap menurut hukum diajukan oleh orangtua atau walinya, atau ia sendiri 

apabila sudah cakap. 

 b. Syarat objektif Syarat objektif adalah syarat yang menyangkut objek perjanjian 

itu, meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat yang ketiga dan 

syarat yang keempat merupakan syarat objektif, syarat objektif tidak dipenuhi, 

maka perjanjian itu akibatnya batal demi hukum. Ini membawa konsekuenksi 

bahwa dari sejak semula kontrak itu menjadi tidak membawa akibat hukum apa-

apa, karena kontrak ini telah bertentangan dengan undang-undang, ketertiban 

umum, dan kesusilaan. Jadi secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian 

dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat 

perjanjian. Dengan demikian tidaklah dapat pihak yang satu menuntut pihak lain 

di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada.17 

3. Asas-Asas Hukum dalam Suatu Perjanjian 

Selain syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata, dalam pelaksanaannya perjanjian juga harus memperhatikan dan 

menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian. Di dalam hukum perjanjian 
                                                           
       17  N. Ike Kusmiati, 2016, Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat 
Kehendak diluar Kuhperdata, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum, Jurnal ilmu 
Hukum Litigasi, Vo. 17, No.1. 
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dikenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu: Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan 

Berkontrak, Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (pacta sunt servanda), Asas 

Itikad Baik (good faith), Asas Kepercayaan, Asas Personalitas, Asas Persamaan 

Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas 

Kepatutan, Asas Kebiasaan dan Asas Perlindungan. Asasasas inilah yang menjadi 

dasar pijakan bagi para pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian 

dalam kegiatan hukum sehari-hari. : 

 a. Asas Kebebasan Berkontrak Hukum perjanjian Indonesia menganut sistem 

terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan 

perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, 

ketertiban umum, dankesusilaan.18 

b. Asas Konsensual Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang 

dinamakan asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini tersirat dalam 

ketentuan Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan 

ini berasal dari kata latin “Consensus” yang berarti untuk suatu perjanjian 

disyaratkan adanya kesepakatan. Arti asas konsensualisme adalah pada dasarnya 

perjanjian sudah lahir sejak dari terciptanya kesepakatan.  

c. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian Asas ini dapat disimpulkan dari 

Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan : 

“Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, 

                                                           
       18 Subekti, Op Cit, hlm. 13 
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tidak lain daripernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak.19 

yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium 

“Pacta sunt servanda” yang berarti janji yang mengikat.  

d. Asas Itikad Baik Asas ini dimuat dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak yang 

membuat perjanjian harus benar-benar mempunyai maksud untuk mentaati dan 

memenuhi perjanjian dengan sebaik-baiknya.  

Menurut Subekti pengertian Itikad baik dapat ditemui dalam hukum benda 

(pengertian subjektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam 

Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (pengertian objektif), 

itikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian 

terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah 

dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan 

sewenang-wenang dari salah satu pihak.  

e. Asas Kepercayaan Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa 

setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi 

yang diadakan di antara mereka di belakang hari.  

f. Asas Keseimbangan Asas keseimbangan adalah suatu asas yang 

menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. 

Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat 

                                                           
       19 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 27. 
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menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul 

pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.  

g. Asas Kepatutan Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, dimana berkaitan dengan ketentuan mengenai isi 

perjanjian.  

h. Asas Kebiasaan Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu 

perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi 

juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Diatur dalam Pasal 1339 jo. 

Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1339 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, berbunyi : Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk 

hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala 

sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau 

undang-undang. Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi : 

“Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara 

diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas 

dinyatakan”.20 

Dengan demikian, keseluruhan asas tersebut di atas merupakan hal yang 

penting dan mutlak harus diperhatikan bagi para pembuat perjanjian sehingga 

                                                           
       20 Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 2007, hlm. 27 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Satria Sembiring - Tinjauan Yuridis Perjanjian Tanggung Jawab Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet



24 
 

 
 

tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana 

diinginkan oleh para pihak.21 

B. Tinjauan Konsep Tanggung Jawab Renteng dalam Perjanjian 

1. Pengertian Tanggung Jawab Renteng 

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, 

menyatakan ketersediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut 

tidak menepati janjinya.22 Sedangkan kata renteng berarti, rangkaian, 

untaian.Tanggung renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara 

anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan 

dasar keterbukaan dan saling mempercayai.23 

Pasal 1278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa 

tanggung renteng yaitu: Suatu perikatan tanggung menanggung atau 

perikatantanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam 

persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut 

pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu 

                                                           
       21 Anita Kamilah, Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) 
Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum 
Perjanjian, dan Hukum Publik, (Bandung: Keni Media, 2013), hlm. 97. 
       22 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (http://kbbi.web.id/, 2016), 
diakses 10 November 2016. 
       23 Gatot Supriyanto, Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti 
Wanita Jawa Timur, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009),hlm. 36 
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membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat 

dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi.24 

Tanggung jawab renteng merupakan pelimpahan tanggung jawab atas 

suatu pembayaran yang terutang secara renteng (beruntun) sesuai dengan urutan. 

Tanggung jawab renteng dapat terjadi ketika ada dua pihak atau lebih yang terkait 

dengan pembayaran terutang.Seseorang dalam kehidupan sehari-hari ketika 

hendak melakukan kegiatan meminjam/hutang kepada orang lain biasanya 

diminta untuk memberikan jaminan bahwa ia dikemudian hari pasti membayar 

utangnya tersebut. Untuk itu ia bisa menjaminkan barangnya yang berupa barang 

bergerak dengan sistem gadai atau fiducia, menjaminkan barang yang tidak 

bergerak dengan gipotik atau hak tanggungan. Pun juga dapat meminta orang lain 

untuk menjadi penjamin atas hutang-hutangnya.25 

Unsur-unsur dalam Tanggung Renteng Suatu mustahil bila sistem 

tanggung renteng bisa diaplikasikan tanpa adanya anggota yang dikelompokkan. 

Dalam hal ini terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu : 

 a. Kelompok. Kelompok yang dimaksud disini bukanlah sekedar daftar 

nama anggota yang kemudian dikelompok-kelompokkan. Tetapi anggota yang 

berinisiatif sendiri untuk mengelompokkan diri. Idealnya dibentuk atas dasar 

adanya kedekatan fisik dan emosional artinya diantara anggota tersebut sudah 

                                                           
       24 Udin Saripudin, ”Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam” 
Jurnal Iqtisadhia, Vol. 6, No. 2 (September 2013) STAI Bhakti Persada Bandung, hlm. 
386 
       25 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 158 
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saling kenal dan saling percaya. Keberadaan kelompok ini dibuktikan dengan 

adanyaaktivitas pertemuan kelompok yang dilakukan secara berkala dan 

konsisten. 

 b. Kewajiban. Dalam hal ini anggota berkewajiban untuk membayar 

simpanan pokok, simpanan wajib dan membayar angsuran dari pinjaman yang 

telah diberikan oleh koperasi. Bedanya terletak pada pengelolaan kewajiban 

dimana kelengkapan pembayaran kewajiban secara kelompok menjadi tanggung 

jawab seluruh anggota dalam kelompok. Dalam hal ini, semua kewajiban anggota 

harus dibayar pada saat pertemuan kelompok. Kemudian perwakilan dari 

kelompok akan menyetorkan seluruh kewajiban tersebut pada koperasi. Apabila 

terdapat salah satu atau beberapa anggota tidak lengkap pembayaran 

kewajibannya maka yang bertanggung jawab melengkapi adalah seluruh anggota 

dalam kelompok. Karena bila hal tersebut tidak dilakukan maka koperasi tidak 

akan merealisasi hak anggota kelompok tersebut.  

c. Peraturan. Sama seperti koperasi pada umumnya, dalam hal ini setiap 

anggota harus mentaati aturan yang tercantum dalam AD-ART dan peraturan 

khusus. Cuma bedanya ada kecenderungan dalam kelompok tanggung renteng 

untuk membuat aturan kelompok. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga 

harmonisasi hubungan antar anggota dalam kelompok dan menjaga eksistensi 

kelompok penerapan sistem tanggung renteng.26 

                                                           
       26 Gatot Supriyanto, Aplikasi Sistem Tanggung, hlm. 34 
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2. Tata Nilai dalam Sistem Tanggung Jawab Renteng 

Sistem Tanggung Renteng adalah tanggung jawab bersama di antara 

anggota di satu kelompok  atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar 

keterbukaan dan saling mempercayai. Itulah definisi tanggung renteng. Untuk itu 

agar sistem tanggung renteng bisa diterapkan dibutuhkan tiga unsur, yaitu : 

kelompok, kewajiban dan peraturan. Dalam penerapan sistem ini, keberadaan 

kelompok merupakan wadah anggota dalam beraktivitas untuk pemenuhan hak 

dan kewajiban sebagai anggota koperasi.Disamping itu kelompok juga sebagai 

sarana komunikasi antar anggota maupun anggota dan koperasinya. Dengan 

demikian di kelompok juga akan terjadi proses pembelajaran bagi anggota. Untuk 

itu kelompok diwajibkan untuk mengadakan pertemuan rutin secara berkala. 

Bila proses sistem tanggung renteng diterapkan secara benar, maka akan 

terjadi perubahan sikap dan perilaku.anggota. Sebuah sikap dan perilaku yang 

dilandasi kesadaran terhadap tata nilai tanggung renteng yaitu kebersamaan, 

keterbukaan, saling percaya, musyawarah, disiplin dan tanggung jawab.Hal inilah 

yang menjadi modal bagi koperasi untuk bisa tumbuh dan berkembang baik dari 

sisi organisasi maupun usaha.27 

Nilai-nilai tanggung jawab Renteng Menurut Supriyanto dalam 

Pengembangan lebih lanjut, kami menyadari Dalam pelaksanaan sistem tanggung 

jawab bersama, Jelas masih ada proses perubahan Perilaku anggota. Berbasis 

perilaku Sampai saat itu, lebih banyak nilai hikmah Dikenal sebagai nilai-nilai 

                                                           
       

27
 https://www.puskowanjati.com/sistem-tanggung-renteng/ diakses tanggal 27 januari 

2021. Pukul 16.00 
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tanggung jawab bersama. Berikut ini adalah sistem nilai kebijaksanaan intrinsik 

Tanggung jawab bersama penutup Persatuan, negosiasi, kejujuran dan 

Keterbukaan, disiplin dan tanggung jawab Balasan.28 

Tata Nilai Dalam Sistem Tanggung Jawab Renteng  1) Tanggung jawab 

renteng dalam proses pengambilan keputusan, tidak secara pribadi atau 

perseorangan. 2) Tanggung jawab renteng dalam masalah finansial. 3) Tanggung 

jawab renteng dalam menghadapi risiko usaha. 4) Tanggung jawab renteng dalam 

memikul beban organisasi terutama menyangkut masa depan. 5) Tanggung jawab 

renteng mempunyai nilai dasar transparan. 6) tanggung jawab renteng mempunyai 

nilai kebersamaan.  

 Tujuan Tanggung Jawab Renteng 1) Membantu masyarakat agar dapat 

mengembangkan usahanya dengan maksimal. 2) Masyarakat dapat berwirausaha. 

3) Dapat digunakan sebagai modal bagi masyarakat. 4) Agar kehidupan 

masyarakat menjadi lebih baik.29 

C. Tinjauan Konsep Tentang Kredit dan Koperasi 

1. Pengertian Koperasi 

Secara umum yang dimaksud dengan Koperasi adalah suatu badan usaha 

bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang 

umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atasdasar 
                                                           
       28 Siti nur faidah dan Retno mustika dewi, penerapan system tanggung jawab renteng 
sebagai upaya mewujudkan partisipasi aktif anggota dan perkembangan usaha di 
koperasi jawa timur, universitas negeri Surabaya, fakultas Ekonomi, hlm. 6 
       29 Muhammad Syarifuddin, Hukum Perjanjian, Memahami dalam Perspektif Filsafat, 
Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum, (Mandar Maju, Bandung, 2012), hlm. 438 
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persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usahayang bertujuanuntuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan paraanggotanya. Koperasi merupakan suatu 

badan usaha bersama yangberjuang dalam bidangekonomi dengan menempuh 

jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya 

dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka.30  

Undang-Undang tentang Perkoperasian ini merupakan pengganti Undang- 

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan 

hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang 

sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang 

mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi. Undang-Undang ini 

menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar 

dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. 

Selain itu, Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta 

menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajib 

menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa 

melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi. 

Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha 

mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri 

sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya.  

                                                           
       30 G. Kartasapoetra, Ir. A.G. Kartasapoetra, Drs. Bambang S. dan Drs. A. Setiady, 
KOPERASI INDONESIA, RINEKA CIPTA, Jakarta, 1989, hlm 1-2 
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2. Landasan, Fungsi dan Peran Koperasi 

A. LANDASAN KOPERASI 

Di samping melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi 

yang berlaku secara universal, keberadaan koperasi Indonesia adalah juga 

berdasarkan landasan idiil, yaitu Pancasila dan landasan struktural, yaitu Undang-

Undang Dasar 1945.31 

Landasan diperlukan dengan tujuan agar suatu entitas sekaligus 

perkumpulan memiliki arah yang jelas dalam pelaksanaan aktivitasnya. Landasan 

juga digunakan untuk mengetahui pantas atau tidak pantas apa yang dilakukan 

oang-orang yang terhimpun didalamnya agar tujuan entitas itu tercapai. Demikian 

pula dengan koperasi, landasan dan asas juga diperlukan oleh koperasi sebagai 

pedoman agar aktivitas yang dilakukan koperasi terarah. 

Dalam hal ini dapat dikemukakan 4 macam landasan Berikut ini 

penjelasannya seperti dilansir dari Mengenal Koperasi : 

1. Landasan idiil Landasan idiil koperasi adalah Pancasila. Pancasila harus 

menjadi dasar kehidupan koperasi. Lima sila Pancasila juga perlu menjadi dasar 

tujuan koperasi. Ini dikarenakan Pancasila adalah falsafah dan dasar negara.  

2. Landasan struktural Landasan struktural koperasi adalah Undang-

undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1). Pasal tersebut berbunyi: "Perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan" Pasal 33 

mengamanatkan dasar demokrasi ekonomi. Kegiatan ekonomi dikerjakan oleh 

semua untuk semua di bawah pengawasan anggota masyarakat. Tujuan utama dari 
                                                           
       31 M. Soesilo ,Iskandar. 2008. Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia.PT.Wahana 
Semesta Intermedia. Jakarta. Hlm. 10 
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kegiatan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat dan bukan kesejahteraan 

perorangan.Koperasi adalah perwujudan Pasal 33 yang paling sesuai.  

3. Landasan operasional Landasan operasional koperasi adalah Undang-

undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Baca juga: Koperasi: 

Pengertian, Fungsi, dan Prinsipnya Landasan operasional lainnya yakni anggaran 

dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) masing-masing koperasi. Landasan 

operasional adalah aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati anggota, pengurus, 

dan pengawas dalam melakukan tugasnya.  

4. Landasan mental Landasan mental koperasi adalah kesetiakawanan dan 

kesadaran pribadi. Dengan dua landasan itu, koperasi dapat menjadi unsur 

pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi. Dengan kesetiakawanan, 

kemakmuran dan kesejahteraan dicapai bukan untuk pribadi namun untuk 

bersama. Koperasi didirikan atas asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuannya, 

semua anggota harus gotong royong. Sedangkan kesadaran pribadi, menuntut 

setiap orang memiliki rasa tanggungjawab dan disiplin.32 

B. Fungsi Koperasi  

Koperasi Indonesia berfungsi sebagai Urat Nadi perekonomian bangsa 

Indonesia, hal ini dapat terlihat dengan jelas dengan berkembangnya Koperasi 

Unit Desa (KUD), di mana pihak KUD merupakan urat nadi tersebut, karena: 

                                                           
        

32
 https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/24/140000269/landasan-

koperasi?page=all#:~:text=Landasan%20idiil%20koperasi%20adalah%20Pancasila,perlu
%20menjadi%20dasar%20tujuan%20koperasi. Di akses tanggal 27 januari 2021 pukul 
18.00 
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a. KUD merupakan wadah dari para produsen yang tinggal di pedesaan-

pedesaan, yang mampu menyalurkan dengan harga yang wajar seluruh 

produk-produk yang dihasilkan rakyat pedesaan ke para konsumen yang 

berada di perkotaan. 

b. Demikian pula sebaliknya, KUD mampu mengelola pengadaan atau  

penyediaan produk-produk dan fasilitas-fasilitas yang sangat diperlukan 

rakyat yang ekonominya relatiflemah yang tinggal di pedesaan-pedesaan.  

c. KUD dan Koperasi pada umumnya, ditinjau dari aktivitas pemasaran, 

memang merupakan urat nadi ekonomi yang dapat menyalurkan secara 

timbal balik : 

1.) segala produk yang dihasilkan para petani, peternak,home industries, 

yang tinggal di pedesaan-pedesaan ke konsumen (para pembeli) yang 

bertempat di kota-kota, dengan harga yang layak yang dapat 

memuaskanpara produsennya. 

2) segala produk keperluan pertanian, keperluan hidup para anggota 

koperasi yang umumnya dijual ke kota-kota, untuk disalurkan kepada para 

anggotanya denganharga yang dapat dijangkau (memuaskan).33 

Sementara fungsi dan perannya dimuat dalam Pasal 4 yakni: Membangun 

dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya 

serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan 

sosial Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan 

                                                           
        33 G. Kartasapoetra,dkk. 2001. Koperasi Indonesia. PT. Asdi Mahasatya, Jakarta. 
Hlm. 11 
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masyarakat Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya 

Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang 

merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi 

ekonomi.34 

C. Peran Koperasi 

Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi kerakyatan di Indonesia telah 

tumbuh dan berkembang hampir disebagian besar daerah di Indonesia. Tidak 

terkecuali, kemungkinan Koperasi juga ada dan banyak beroperasi di daerah-

daerah, sehingga keberadaan Koperasi akan menjadi tumpuan harapan masyarakat 

sekitar untuk dapat dengan cepat ikut berperan dan membantu memberikan 

stimulan pemulihan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, di saat masyarakat. 

Koperasi, sebagai organisasi yang memiliki infrastruktur lengkap, seperti lembaga 

Pembina yang ada di Dinas Koperasi dan UKM.35 

Peranan koperasi Indonesia yang berdasar kekeluargaan (kegotongroyongan) 

harus semakin ditingkatkan, agar dapat mempertinggi taraf hidup paranaggotanya 

                                                           
          

34
 https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/140000169/koperasi-pengertian-

fungsi-prinsip-
danasasnya?page=all#:~:text=Fungsi%20koperasi&text=%22Koperasi%20bertujuan%20
memajukan%20kesejahteraan%20anggota,berlandaskan%20Pancasila%20dan%20UUD
%201945%22. Di akses tanggal 27 januari 2021 pukul 19.00 
       35 John Kenneth Galbraith; The Nature of Mass Peverty, Harvard University Press, 
1979.hlm. 27 
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dan masyarakat pada umumnya.Untuk itu kecerdasan rakyat/masyarakat harus 

ditingkatkan, sebagai upaya menuju kepada kesadaran untuk berkoperasi.36 

Koperasi diberikan peranan utama agar menjadi alat untuk ekonomi 

terpimpin berdasarkan sosialisme ala Indonesia, sebagai sendi kehidupan ekonomi 

bangsa, dan dasar pengaturan perekonomian rakyat.Tujuannya agar bangsa 

Indonesia memperoleh taraf hidup layak di dalam susunan masyarakat yang adil 

dan makmur.37 

3. Pengertian Kredit Macet  

Menurut pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), Kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. 

  Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan selanjutnya mengatur bahwa dalam 

memberikan kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 

mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk 

melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 29 ayat (3) UU 

Perbankan selanjutnya mengatur bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib 

                                                           
       36 R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma Hukum Koperasi Indonesia, PT Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm. 38 

       
37

 https://multiintisarana.com/2019/09/18/peran-penting-koperasi-dalam-
pembangunan-ekonomi-di-
indonesia/#:~:text=Koperasi%20diberikan%20peranan%20utama%20agar,masyarakat%2
0yang%20adil%20dan%20makmur. Di akses tanggal 27 januari 2021 pukul 19.05 
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menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang 

mempercayakan dananya kepada bank.38 

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi 

Pembiayaan dengan penyimpangan dalam persyaratan pinjaman (deviasi) 

Mencapai kesepakatan tentang pembayaran kembali pembiayaan untuk Terjadi 

penundaan, tindakan peradilan diperlukan atau dicurigai Kemungkinan potensial 

Kalah Dalam portofolio pembiayaan Masalah pembiayaan masih menjadi 

metode manajemen utama, Karena faktor resiko dan kerugian aset beresiko akan 

mempengaruhi kesehatan Pinjaman bermasalah juga dapat didefinisikan sebagai 

kredit rahasia Kredit yang tidak memenuhi syarat, kredit meragukan dan kredit 

buruk. 39 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet sebagai 

pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban 

nya oleh nasabah debitur terhadap bank karena factor kesengajaan dan atau karena 

faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. 

Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet  adalah hal-hal yang ikut 

menyebabkan keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian 

atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Faktor-

faktor penyebab kredit macet menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono 

(2002:472) adalah sebagai berikut : 

                                                           
          

38
 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c0d92933c6c6/pemberian-

kredit-kepada-debitur-yang-pernah-macet-tindak-pidanakah-/diakses tanggal 27 januari 
2021. Pukul 16.05 
       39 Iswi Hariyani, Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet, (Jakarta : PT. Elex 
MediaKomputindo, 2010), hlm. 35 
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a. Faktor eksternal bank 

1. Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan.  

2. Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas perjanjian kredit yang 

telah disepakati antara debitur dengan bank. 

3. Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur. 

4. Musibah (misalnya : kebakaran,bencana alam) atau kegagalan usaha. 

b. Faktor internal bank 

1. Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit. 

2. Tidak adanya kebija perkreditar pada bank yang bersangkutan. 

3. Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari 

prosedur yangtelah ditetapkan. 

4. Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.40 

bentuk kredit memiliki resiko kemacetan dalam pengembalian kredit. 

Menyadari Ada risiko gagal bayar dalam pembayaran kredit, menurut UU 

Perbankan Memberikan pengaturan tentang hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam berdonasi kredit. Bank yang ingin memberikan pinjaman juga 

mempertimbangkan hal ini Apakah klien pengusaha kecil dalam diskusi ini, dan 

                                                           
       40 Fransisca Claudya Mewoh,Harry J Sumampouw dan Lucky F Tamengkel,Analisis 
Kredit Macet hlm. 5 
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di. Masalah kredit macet di industri perbankan merupakan masalah yang serius 

sangat serius. Bank yang menarik dana dalam aktivitasnya dan menyalurkannya 

Di sisi lain jika hukum dan aparat penegaknya benar-benar menegakkan 

kebenaran dan keadilan diatas segalanya, yang tentunya persoalan kredit macet 

ini juga tidak akan menjadi suatu hal yang menakutkan bagi kalangan perbankan 

Pengelolaan kredit perbankan haruslah mengacu kepada manajemen 

profesionalisme yang dianut oleh dunia perbankan. Seringkali dalam waktek 

penyaluran kredit itu lebih ditekankan kepada aspek ekonomi yang cenderung 

umuk mengambil keuntungan secara maksimal Kegiatan aktif fungsi bank ini 

harus benar-benar dijiwai oleh ideologi yang hidup karena perkreditan harus 

dijalankan dengan baik.41 

4. Teknik Penyelesaian Kredit Macet 

  Kredit yang macet bisa menyebabkan bunga pinjaman semakin 

meningkat, sehingga jumlah nominal yang harus Anda bayarkan juga semakin 

bertambah.jika dalam keadaan terpaksa dan tidak bisa dihindari Anda terkena 

kredit macet, yang pertama harus dilakukan adalah tetap tenang dan bersikap 

kooperatif dengan pihak bank terkait. Menghindari pihak bank hanya akan 

menambah masalah dan memperburuk kondisi Anda. 

Datangilah pihak bank dan ungkapkan kondisi Anda dengan jujur serta 

jelaskan alasan Anda berada dalam posisi kredit macet. Mintalah kerja sama pihak 

                                                           
       41 Indonesia (a), Op. Cit, Penjelasan, pasal 11. 
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bank untuk membantu menyelesaikan permasalahan kredit macet Anda dengan 

cara melakukan restrukturisasi. 

Berikut ini tiga jenis restrukturisasi yang dapat diberikan pada debitur 

yang berada dalam kondisi kredit macet.1. Penjadwalan kembali (rescheduling) 

Cara ini dilakukan dengan menyesuaikan tenor pinjaman Anda agar bisa kembali 

mencicil pembayaran kredit. Pihak bank akan memperpanjang tenor pinjaman dari 

debitur yang mengalami kredit macet.Hal ini dilakukan agar angsuran yang harus 

dibayar bisa semakin ringan. Perpanjangan tenor juga disesuaikan dengan 

kemampuan pembayaran debitur.2. Persyaratan kembali (restructuring)Cara 

kedua adalah dengan restructuring atau mengubah syarat-syarat peminjaman, 

yang mencakup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan 

lainnya. Persyaratan kembali ini bisa dilakukan dengan syarat tidak mengubah 

maksimal plafon kredit.3. Penataan kembali (reconditioning)Cara ketiga adalah 

dengan penataan kembali, yaitu upaya pihak bank mengubah kondisi kredit untuk 

meringankan tanggung jawab debitur yang terlibat kredit macet. Hal ini dilakukan 

dengan cara menambah fasilitas kredit, mengonversi tunggakan menjadi pokok 

kredit baru, hingga penjadwalan dan persyaratan kembali.42 

                                                           
         

42
 https://www.rumah.com/panduan-properti/pengertian-kredit-macet-dan-cara-

mengatasinya-27248 diakses tanggal 27 januari 2021 Pukul 16.30 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu  Penelitian 

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan 

seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline 

skripsi yang akan dilakukan Maret 2021. 

Tabel 1.1. Waktu Peneliti

 

No. 

 

 

 

 

 Kegiatan 

Bulan   

Keteran

gan 
Maret 
2021 

April 
2021 

Mei 
2021 

Juli 
2021 

September 
2021 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 

1.  Seminar 
Proposal 

                    

2.  Perbaikan 
(Revisi) 

Proposal 

                     

3.  ACC 
Perbaikan 

                     

4.  Penelitian                      

5.  Seminar 
Hasil 

                     

6.  Penulisan 
Skripsi 

                     

7.  Bimbingan 
Skripsi 

 

                     

8.  Sidang 
Meja Hijau 
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2. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di dengan mengambil data terkait tentang Tanggung 

Jawab Renteng atas Kredit Macet pada Koperasi Unit Daerah “Harta” Langkat 

yang beralamat di jalan Pendidikan No.49 Kecamatan Selesai Kabupaten 

Langkat,Sumatera Utara 20762 serta melakukan wawancara untuk melengkapi 

penulisan Skripsi ini.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian Hukum Yuridis Normatif. Hukum Yuridis Normatif adalah suatu 

penelitian yang mengkaji hukum secara tertulis dilihat dari berbagai aspek  seperti 

aspekteori,filosopi,struktur/komposisi,penjelasan umum dan penjelasan pada tiap 

pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahas yang 

digunakan adalah bahas hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada Penelitian 

Hukum Yuridis Normatif mempunyai cakupan yang luas.43 

C. Sumber Data  

 1. Data Primer  

Data primer ini diperoleh langsung melalui hasil penelitian di lapangan dan akan 

dikumpulkan serta dilengkapi dengan wawancara terhadap Manager dibidang 

pertanggungjawaban koperasi unit desa harta langkat yg bernama Mardan Sitepu 

pada subjek penelitian.  

  

                                                           
       43 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan 
Singkat, Cet. 8 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 24 
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 2. Data Sekunder  

Data sekunder ini diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (Library 

Research) yang terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer : 

 Bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis, meliputi 

KUHPerdata  (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata), Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Dasar 

1945 Pasal 33. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 

1233,1234,1278,1313,1320,1330,1338 ayat 1 dan 3, 1339,1347,1352. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Undang-

Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan (UU Perbankan) pasal 1 angka 11, Pasal 8 ayat 1 dan 

pasal 29 ayat 3.   

b.  Bahan Hukum Sekunder  

 Yaitu bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan 

hukum primer berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal, dan hasil penelitian.44Dalam 

penulisan Skripsi ini, yang menjadi bahan hukum sekunder Peneliti adalah Buku-

Buku, Literatur tentang Perkoperasian dan UMKM, hasil-hasil penelitian 

terdahulu atau sebelumnya, tulisan para ahli sarjana Hukum, Majalah Hukum, 

Jurnal Hukum,dll. 

 

 

                                                           
       44 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 
141 
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 c. Bahan Hukum Tersier 

 Yaitu data yang memberikan informasi, petunjuk, penjelasan, terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder seperti KBBI, kamus hukum, internet dan 

informasi lainnya yang mendukung penelitian.45 Dalam penulisan skripsi ini, yang 

menjadi bahan Hukum Tersier adalah Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum, 

Wikipedia, dan lain sebagainya.  

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data ialah tahap-tahap atau cara-cara yang dilakukan 

untuk mengumpulkan hasil data yang telah diteliti. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah :  

 a. Studi Kepustakaan ( Library Research)  

Yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu 

buku-buku, majalah Hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang- 

undangan, dan juga bahan-bahan kuliah. Studi kepustakaan juga merupakan studi 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan infomasi-informasi serta data-data 

dengan bantuan berbagaimaterial yang ada seperti buku, majalah, catatan, 

karangan ilmiah, dan data- data tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian 

skripsi ini, yaitu dengan mencatat, mencari data yang sesuai dengan penelitian.  

  
 b. Studi Lapangan ( Field Research)  
 

Studi Lapangan merupakan studi yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data secara langsung di tempat penelitian. Studi lapangan ini 

                                                           
       45  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjite, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2011), hlm. 33 
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langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data primer dengan 

mewawancarai orang-orang yang bersangkutan (subjek penelitian) di tempat 

tersebut. Waktu dan tempat dilakukannya wawancara berbeda- beda pada setiap 

narasumber. Dalam penelitian ini Peneliti melakukan studi pada Koperasi Unit 

Desa Langkat dengan mengambil data terkait Perjanjian tanggung jawab renteng 

dan wawancara. 

E. Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Metode 

Analisis secara Kualitatif, yaitu memperoleh data dari hasil wawancara. Dengan 

menggunakan sumber-sumber hukum yang ada lalu ditarik kesimpulan dan 

digabungkan dengan hasil wawancara untuk mendukung informasi serta teori 

yang ada agar lebih konkrit dan aktual. Disini penulis akan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber terkait hal-hal yang berkaitan dengan 

topikpenelitian, kemudian penulis akan memahami jawaban yang disampaikan 

oleh narasumber secara detail dan mendalam.46 

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian 

substansinya akan dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang Pokok 

Permasalahan yang akan dibahas dalam Penulisan Skripsi ini secara Kualitatif 

untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya data 

yang disusun secara deskriptif dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh 

terhadap Perjanjian tanggung jawab renteng dalam mengatasi kredit macetdi 

                                                           

       46 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Remaja 
Rosdakarya, 2010), hal 248. 
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Koperas Unit Desar Harta Langkat. Dan diakhiri dengan Penarikan Kesimpulan 

(Conclusion) dengan menggunakan metode Induktif sebagai jawaban dari 

permasalahan yang dirumuskan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan dari Skripsi ini, maka 

Peneliti dapat memberikan Kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian, tidak berhasilnya penerapan sistem tanggung 

renteng ini disebabkan karena kurang adanya kedisiplinan dalam 

pertemuan rutinan yang dapat menyebabkan kurangnya komunikasi antar 

anggota kelompok. Tidak diberlakukannya kas kelompok, yang mana hal 

tersebut dapat membuat anggota lain yang merasa iri jika ada salah satu 

anggota yang ditanggung kewajibannya oleh anggota lainnya. Hal tersebut 

juga akan membuat beban anggota lainnya. Selain itu juga masih 

kurangnya rasa kebersamaan atau gotong royong dalam kelompok. 

Dimana dalam sistem tanggung renteng ini yang terpenting adalah rasa 

kebersamaan dan saling percaya, jika hal tersebut kurang maka sistem 

tanggung renteng juga tidak akan berjalan secara maksimal. 

Maka dari itu, sistem tanggung renteng tidak selalu dapat meningkat 

kinerja keuangan suatu usaha. Jika sistem tanggung renteng diterapkan 

secara baik maka dapat meningkatkan kinerja. Begitupun sebaliknya jika 

dalam penerapnya kurang maksimal dapat memperburuk kinerja suatu 

usaha. 

2. Upaya penyelesaian kredit macet yang dapat dilakukan oleh Koperasi Unit 

Desa Harta Langkat yaitu diberikan peringatan, musyawarah untuk 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Satria Sembiring - Tinjauan Yuridis Perjanjian Tanggung Jawab Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet



86 
 

 

menyelesaikan kredit macet debitur dengan cara melalui mekanisme 

pemanggilan yang dilakukan Pihak Koperasi selaku Kreditur bertujuan untuk 

mengetahui faktor apa yang menyebabkan debitur belum dapat melunasi 

hutangnya, jika sudah jatuh tempo pihak koperasi berhak untuk mengambil 

barang/kendaraan sesuai yang dijaminkan di koperasi. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disarankan sebagai berikut : 

1. Dalam membuat perjanjian kredit, sebaiknya pihak koperasi lebih teliti 

dalam memberikan pinjaman kepada anggota koperasi dengan melihat 

latarbelakang dari debitur agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. 

2. Sebaiknya kepada para pihak diharapkan mampu memenuhi segala hak 

dan kewajiban serta prestasinya di dalam perjanjian kredit yang telah 

disepakati agar menghindari kesalahpahaman dan adanya wanprestasi di 

kemudian hari demi menjaga nama baik, sehingga dipercaya di kemudian 

hari agar tetap diberikan kepercayaan oleh koperasi dalam pemberian kredit. 
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